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BAB 1

- PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kalau tujuan ayat ahkam tentang ibadah ialah membentuk manusia
yang baik, maka tujuan ayat ahkam mengenai muamalah ialah membentuk
masyarakat manusia yang baik. Dengan jalan inilah Islam bermaksud
mewujudkan kebahagiaan manusia di dunia sekarang sebagai persiapan dan
pengantar bagi hidup bahagia yang kekal di akhirat.l

Soal perkawinan amat dipentingkan dalam Islam dan ini terlihat dari
banyaknya jumlah ayat altkam yang mengatur hidup kekeluargaan. Hampir
sepertiga dari ayat ahkam muamalah mengandung ketentuan-ketentuan
tentang perkawinan, perceraian dan hak waris. Ini karena keluarga
merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat manusia. Sifat baik
atau tidaknya masyarakat tergantung pada baik atau tidaknya keluarga
sebagai unit sosial terkecil dari masyarakat. Ayat mengenai kekeluargaan
bertujuan untuk mengadakan hubungan harmonis antar suami isteri di satu

pihak dan antara orang tua dan anak di lain pihak dan selanjutnya untuk

]Syalful Muzani, ( ed ), Islam Rasional : Gagasan dan Pemzkzran Prof. Dr. Harun Nasution,
(Bandung : Mizan, 1995 ), Cet. Ke-1, hal. 433
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menjaga kekalnya hubungan harmonis itu. Kekalnya hubungan harmonis
itulah yang akan mewujudkan keluarga yang baik lagi kuat. Dan sekali lagi
keluarga-keluarga yang baik dan kuat akan membentuk masyarakat yang
baik dan kuat pula.?

Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan
dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama
mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, dan kemudian
mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya " perkawinan", dan
beralihlah kerisauan pria dan wanita menjadi ketentraman atau sakinah.®

Tuhan menciptakan manusia dengan martabat yang tinggi, sehingga
untuk mengatur kehidupan manusia diadakan hukum yang sesuai dengan
martabatnya. Hubungany antara laki-laki dan perempuan diatur secara
terhormat dan berdasarkan rasa saling ridla meridlai, dan upacara ijab-qabul
sebagai lambang dari adanya rasa saling ridla meridlai tersebut. Bentuk
perkawinan ini memberikan jalan yang baik pada naluri sexuil, memelihara
keturunan dengan baik dan menjaga kelangsungan kehidupan masyarakat

yang sempurna®.

*Ibid., hal. 433-434
*M. Quraish Shihab, Wawasan Al Quran, (Bandung : Mizan, 1996), hal. 192

4 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Bandung : PT. Al Maarif, 1990 ). Jilid 6, Cet. ke-7, hal. 10




Untuk sahnya pernikahan, para ulama telah merumuskan sekian
banyak rukun dan atau syarat, yang mereka pahami dari ayat-ayat Al Quran
maupun hadis-hadis Nabi SAW.5

Dalam hubungaﬁ 1m diantara para ahli ilmu figih atau fagih terdapat
perbedaan pendapat menéenai masalah wali dalam perkawinan. Hal tersebut
diakibatkan karena dalil-dalil yang mereka pergunakan sebagai alasan yang
meniadakan wali dalam perkawinan masih mengandung beberapa
kemungkinan. Disamping itu pula hadis-hadis vang mereka pergunakan
masih diperselisihkan kemutawatirannya, hal ini mungkin bisa terjadi di
Indonesia.

Beberapa faktor di ataslah yang mendorong penulis unntuk
membahas permasalahan tentang  "KEDUDUKAN WALI DALAM
PERKAWINAN MENURUT IMAM SYAFII DAN IMAM ABU HANIFAH
SERTA PRAKTEKNYA DALAM PERKAWINAN DI INDONESIA",

Dengan pembahasan tersebut diharapkan kita lebih mengetahui dan
memahami pendapat Imam Svafii dan pendapat Imam Abu Hanifah

mengenai wali dalam perkawinan serta dapat lebih mengetahui praktek

perwalian dalam perkawinan di Indonesia.

3 M. Quraish Shihab, Op. Cit., hal. 201



B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
Pembatasan pembahasan di bawah ini dimaksudkan agar pembahasan
masalah tidak menyimpahg dan meluas dari sasaran yang diinginkan.
Adapun pembatasannya yaitu :
a. Kedudukan wali dalam perkawinan menurut Imam Syafii dan Imam
Abu Hanifah.
b. Praktek perwalian dalam perkawinan di Indonesia.
Untuk lebih jelasnya, secara garis besar penulis dapat merumuskan
permasalahan sebagai berikut :
a. Bagaimana kedudukan wali dalam perkawinan menurut Imam Syafii
dan Imam Abu Hanifah ?
b. Bagaimana praktek perwalian dalam perkawinan yang berlaku di

Indonesia ?

C. Tujuan Penulisan
Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini.
Tujuan tersebut diantaranya adalah :
a. Agar lebih mengetahui dan memahami dengan seksama pendapat
Imam Syafii dan Imam Abu Hanifah tentang kedudukan wali dalam

perkawinan.



b. Agar dapat mengetahui praktek perwalian dalam perkawinan yang
berlaku di Indonesia.

c. Untuk memenuhi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi guna
mendapatkan gelar kesarjanaan dalam bidang Pidana dan Perdata

Islam.

D. Metode Pembahasan

Dalam pembahasah :penulisén ini, penulis mencoba menerapkan
metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan mengadakan
pengkajian terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang
dibahas. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data
diantaranya : pertama—ta{;na penulis mengumpulkan bahan-bahan yang
diperlukan yang berupa buku-buku atau bahan kepustakaan yang berkaitan
dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian tahap selanjutnya, penulis
mengolah dan mengkaji permasalahan dengan menggunakan bahan-bahan
yang telah terkumpul. Dari pengolahan data tersebut penulis dapat
menguraikan permasalahan dan menganalisanya secara seksama. Hal ini

dimaksudkan agar penulis dapat memberikan interpretasi-interpretasi

terhadap permasalahan yang telah dikaji. Dalam penguraian pembahasan




yang dikaji, penulis juga mengadakan penganalisaan dan memberikan
interpretasinya secara propo‘llfsional.

Adapun dalam teknis penulisan, penulis menggunakan buku
Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi yang diterbitkan oleh Institut

Agama Islam Negeri ( IAIN ) " Syarif Hidayatullah" Jakarta tahun 1994.

E. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam pembahasan terbagi dalam lima bab
pokok bahasan, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab I : Merupakan bab pengantar dan sebagai Bab Pendahuluan yang
berisi tentang Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan
Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Metode Pembahasan
serta Sistematika Penulisan.

Bab II : Penulis mencoba memasuki pembahasan yang ada kaitannya
dengan pokok permasalahan. Hal ini dimaksudkan agar penulis
mendapatkan kemudahan dalam menguraikan inti pokok
permaasalahan yang tentunya mempunyai keterkaitan yang

erat. Adapun bahasan pada bab ini berisi tentang Beberapa

Aspek Tentang Wali Dalam Perkawinan. Pada bahasan ini



Bab III ;

Bab IV :

BabV

dijelaskan tentang Definisi Wali, Syarat-syarat Wali, dan
Macam-macam Wali.

Pada bab ini penulis mulai menjelaskan pokok inti
permasalahan dan menganalisanya secara seksama. Di sini
mulai dijelaskan tentang Kedudukan Wali Dalam Perkawinan.
Dalam bab ini diuraikan dua pendapat Imam Mazhab yaitu
Menurut Imam Syafii dan Menurut Imam Abu Hanifah.

Berisi kelanjutan dari penguraian inti permasalahan dan
penulis memberikan interpretasi-interpretasi yang proporsional
agar tidak menyimpang dari tujuan yang hendak dicapai dalam
penulisan. Pada bab empat ini dibahas tentang Praktek Wali
Dalam Perkawinan di Indonesia. Dalam bab ini berisi uraian
tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan Analisis Penulis.

Merupakan bagian akhir dari penulisan dan pelengkap dari
uraian masalah slang telah dijelaskan sebelumnya yang memuat

dua hal yaitu'Kesimpulan dan Saran-saran.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terbentuknya suatu rumah tangga yang harmoni merupakan
dambaan setiap pasangan suami isteri dalam kehidupan berumah tangga.
Norma-norma agama dan tata aturan yang berlaku menjelang dan selama
menempuh kehidupan berumah tangga merupakan pedoman yang harus
senantiasa dipatuhi, termasuk diantaranya tata aturan atau tata cara untuk
melangsungkan suatu akad nikah atau perkawinan.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama Islam dalam
mencermati penetapan hukum Islam yang mengatur rﬁésalah kedudukan
wali dalam perkawinan. Perbedaan pendapat tersebut diantaranya pendapat
Imam Syafii dan pendapat Imam Abu Ham’fah.

Menurut pendapat Imam Syafii, keberadaan wali menjadi syarat
sahnya suatu perkawinan. Wali tersebut haruslah seorang laki-laki dan harus
dapat bersifat adil. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah, suatu
perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali diperbolehkan ( sah ). Wali
diperbolehkan diambil dari seorang yang fasij dan seorang perempuan

diperbolehkan bertindak menjadi wali dalam suatu perkawinan. Yang

57




58

terpenting dalam suatu perkawinan harus ada izin orang tua pada waktu
kawin, baik pria maupun wanita.

Adapun persamaan pendapét antara Imam Syafii dan Imam Abu
Hanifah mengenai wali ialah bahwa wali haruslah seorang Islam, dewasa
dan berakal.

Praktek wali dalam perkawinan di Indonesia dapat dicermati dalam
pelaksanaan Undang-undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Secara
teoritis dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
tersebut, tidak terdapat penekanan keharusan seorang wali dalam suatu
pernikahan. Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut hanya
dijelaskan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”( Lihat Bab I, pasal 2, ayat 1
tentang Dasar Perkawinan ).

Secara prakteknya dapat dilihat bahwa praktek wali dalam
perkawinan di Indonesia terdapat persamaan dengan pendapat yang
dikemukakan oleh Imam Syafii kendatipun tidak ada penekanan secara
khusus dan jelas.

Dalam pelaksaan perkawinan di Indonesia untuk pihak perempuan

ada wali, sedangkan pihak laki-laki tidak ada wali. Apabila wali tidak hadir
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pada waktu pelaksanaan perkawinan atau wali tidak dapat melaksanakan

sendiri, maka dapat diwakilkan kepada orang lain.

B. Saran-saran

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belumlah
utuh dan sempurna. Sehingga diperlukan petunjuk teknis pelaksanaannya
baik berupa peraturan pemerintah ataupun penjelasan-penjelasannya yang
bersifat pemyempurnaan.

Kepada pihak pemerintah agar lebih memperhatikan Undang-undang
perkawinan khusus bagi ummat Islam, dengan jalan membuat dan
menetapkan Undang-undang yang khusus dipakai oleh ummat Islam agar
bisa dijadikan pedoman dalam menjalankan syariat Islam. Hal ini dirasakan
perlu mengingat mayoritas dari penduduk Indonesia merupakan pemeluk
agama Islam. Undang-undang khusus tentang perkawinan bagi pemeluk
agama Islam belum tersusun secara jelas dan baku sehingga masih terpaku
kepada Undang-undang hukum nasional yang berlaku.

Penulis menyarankan agar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
yang mengatur tentang Perkawinan ini hendaknya lebih ditingkatkan lagi
sosialisasinya kepada masyarakat luas. Ini dimaksudkéh agar masyarakat

lebih mengenal dan lebih memahaminya sehingga dapat mempraktekkannya
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dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Dan dapat mewujudkan suatu
kehidupan rumah tangga yang sakinah.

Realisasi dari Undang-undang tersebut tidak akan berjalan dengan
baik jika tidak didukung oleh semua pihak, baik oleh aparat pemerintah
selaku penegak hukum maupun masyarakat secara keseluruhan. Untuk itu
penulis menyarankan kepada semua pihak agar berpartisipasi aktif dalam
melaksanakan segala aturan dan Undang-undang yang telah ditetapkan,

khususnya Undang-undang yang menyangkut masalah perkawinan.
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